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GLOSARIUM DAN SINGKATAN

ENDS:

ETS :
Kretek :

 Riskesdas :
 Secondhand smoke :

CHT :
DBHCHT :

  IHT :

CRT :
HPTL :

KLB :
KLM :
SKM :
SKT :

SKTF :
SPM :
SPT :

SPTF :
TIS :

Electronic nicotine delivery system atau sistem penghantar nikotin 
elektronik
Environmental Tobacco Smoker atau juga dikenal sebagai perokok pasif
Sigaret yang terbuat dari tembakau dan cengkih
Riset Kesehatan Dasar
Asap berasal dari produk tembakau yang terbakar, seperti rokok, cerutu, 
dan/atau pipa. Termasuk juga asap yang dihembuskan  oleh orang yang 
merokok.

Cukai Hasil Tembakau 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Industri Hasil Tembakau 

Cerutu 
Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya
Klobot/Rokok Daun
Sigaret Kelembak Menyan
Sigaret Kretek Mesin
Sigaret Kretek Tangan
Sigaret Kretek Tangan Filter
Sigaret Putih Mesin
Sigaret Putih Tangan
Sigaret Putih Tangan Filter
Tembakau Iris

CUKAI

PRODUK TEMBAKAU

Sumber diambil dari Centers for Disease Control and Prevention (2018), Kementerian Keuangan (2018), dan Kementerian 
Kesehatan (2015).
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia memproduksi 152.319 ton daun tembakau pada tahun 2017 dan menjadi produsen daun 
tembakau terbesar ke-6 di dunia. Akan tetapi, teknologi yang sudah ketinggalan menghambat 
produktivitas industri perkebunan tembakau hingga berada jauh di bawah negara produsen 
daun tembakau lainnya dan petani Indonesia terus berjuang untuk hidup dari tanaman yang 
membutuhkan pengerjaan yang intensif ini. 

Industri rokok di Indonesia adalah kontributor lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan 
pendapatan pajak yang signifikan. Akan tetapi, merokok tetap menjadi penyebab utama kematian 
dan penyakit serius di Indonesia. Industri rokok bertanggung jawab atas munculnya kerugian 
kesehatan masyarakat dan ekonomi yang sangat besar. Pengeluaran untuk kesehatan yang 
terkait langsung dengan kebiasaan merokok di Indonesia berjumlah sekitar US$1,2 miliar per 
tahun, dan selain itu merokok juga bertanggung jawab untuk kerugian ekonomi tidak langsung 
sebesar US$6,8 miliar. 

Kebijakan di Indonesia tentang perkebunan tembakau dan industri rokok tidak terkoordinasi 
dengan baik. Pendapatan cukai dari produk tembakau mencapai Rp143,66 triliun atau setara 
dengan US$10,33 miliar pada tahun 2019 dan merupakan 95,5% dari seluruh pendapatan 
cukai. Hal tersebut membuat rokok menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah. 
Terlebih lagi, Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa ada 1,7 juta orang yang bekerja 
baik di sektor produksi daun tembakau maupun cengkih pada Maret 2019. Petani tembakau 
menerima dukungan dari pemerintah daerah yang menerima dana melalui pembagian 2% dari 
pendapatan cukai hasil tembakau.

Pemerintah Indonesia telah merespons kerugian yang ditimbulkan akibat konsumsi rokok 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang membatasi iklan dan promosi produk 
tembakau, melarang penjualan di bawah usia 18 tahun, dan mewajibkan informasi himbauan 
kesehatan pada kemasan. Bab VI dalam peraturan tersebut juga mengatur program kesadaran 
masyarakat yang bertujuan untuk menurunkan ketertarikan konsumen untuk merokok, tetapi 
prevalensi merokok di Indonesia masih cukup tinggi dengan hampir 50% di atas prevalensi 
global. Lebih buruk dari itu, kenaikan angka merokok di bawah umur juga menguak masalah 
pelaksanaan peraturan yang serius. 

Rekomendasi berikut ini merespons dilema antara kebijakan untuk mengurangi prevalensi 
konsumsi rokok di Indonesia dan pentingnya produksi rokok untuk lapangan pekerjaan dan 
pemungutan pendapatan cukai.

1. Kementerian Kesehatan semestinya lebih efektif dalam mengeksekusi tugas 
dan tanggung jawabnya yang tertera pada Bab VI dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 109 Tahun 2012. Terutama untuk mengevaluasi kembali dan 
meningkatkan kampanye kesadaran publik yang sejauh ini belum mencapai 
objektifnya. 

2. Kementerian Kesehatan harus melakukan lebih banyak penindakan kampanye 
untuk melawan penjualan rokok kepada konsumen di bawah umur. Terlebih 
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lagi, Kementerian Keuangan harus mengkaji dampak kenaikan harga dan tarif 
terhadap prevalensi merokok dan penjualan produk tembakau ilegal yang lebih 
murah serta lebih berbahaya.

3. Kementerian Kesehatan harus mengevaluasi potensi dampak kesehatan dari 
produk alternatif yang tergolong pengurangan-dampak buruk (harm reduction). 
Melihat respons positif di Inggris, pemerintah Indonesia harus mempelajari 
apakah konsumen perlu didorong untuk beralih dari menghirup tar yang 
berbahaya ke rokok elektronik atau sistem penghantar nikotin elektronik 
(electronic nicotine delivery system/ENDS). Pemerintah harus mengkaji 
berbagai cara untuk mengurangi risiko terkait produk rokok elektrik dan juga 
untuk membatasi penggunaannya hanya bagi konsumen dewasa. Pelarangan 
total terhadap rokok elektronik tidak direkomendasikan karena hal tersebut 
akan mengeliminasi pilihan untuk menggunakan produk pengurangan-dampak 
buruk.

4. Terakhir, petani tembakau membutuhkan dukungan teknis. Meningkatkan 
kemampuan dan teknologi yang mereka gunakan akan memberdayakan 
para petani ini untuk menanam tembakau yang dapat digunakan sebagai 
sumber energi yang dapat diperbaharui atau untuk mengekstraksi nikotin 
untuk produk rokok elektrik alih-alih untuk rokok konvensional. Dukungan 
finansial untuk petani tembakau bisa didapatkan melalui upaya-upaya seperti 
memperuntukkan proses perpajakan untuk membiayai program transisi 
tembakau di mana diperlukan.



7

TINJAUAN TENTANG TEMBAKAU DI INDONESIA

Tembakau adalah pedang bermata dua untuk Indonesia. Komoditas ini memberikan keuntungan 
ekonomi sebagai kontributor terbesar pada pendapatan negara berbasis cukai—cukai tembakau 
mencapai Rp143,66 triliun (US$10,33 miliar)1 di tahun 2019, atau setara dengan 95,5% dari 
seluruh pendapatan cukai di tahun yang sama (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 
2019). Industri ini juga menciptakan lapangan pekerjaan di hulu dan di hilir. Akan tetapi, produk 
tembakau seperti rokok juga menyebabkan bahaya sosial melalui kerusakan lingkungan, 
kesehatan, dan ekonomi.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di laut sebagian besar disebabkan oleh sampah puntung 
rokok. Kegiatan Bersih Pantai Internasional (International Coastal Cleanup), yang dilakukan 
setahun sekali di 122 negara, melaporkan bahwa puntung rokok yang ditemukan di pantai 
telah meningkat dari 2,4 juta di tahun 2018 menjadi 5,7 juta di tahun 2019, membuatnya 
menjadi kategori polusi sampah yang paling banyak ditemukan di daerah pantai (Ocean 
Conservancy, 2018; Ocean Conservancy, 2019).

Terkait masalah kesehatan, terdapat konsensus internasional yang menyatakan bahwa 
merokok memiliki risiko kesehatan serius baik untuk perokok aktif maupun pasif yang 
terpapar oleh asap dari hasil pembakaran produk tembakau (Centers for Disease Control 
and Prevention, 2006). Konsumsi rokok juga mengarah ke dampak ekonomi yang negatif, 
terutama pada masyarakat pra-sejahtera. Reality Check Approach (2016) memperkirakan 
bahwa rumah tangga termiskin di Indonesia rata-rata mengeluarkan sekitar 30%2 dari 
pengeluaran harian mereka untuk rokok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 
rokok adalah komoditas yang menyebabkan pengeluaran per kapita ketiga tertinggi pada 
2014, setelah makanan siap saji dan beras (Kosen, Thabrany, Kusumawardani, & Martini, 
2017). Pengeluaran untuk produk tembakau merupakan kontributor kedua terbesar 
terhadap kemiskinan setelah pengeluaran untuk beras di tahun 2019 (Alika, 2019). 

Akan tetapi, tembakau tetap menjadi salah satu komoditas panen yang penting di Indonesia yang 
kemudian diolah menjadi rokok. Rokok adalah produk tembakau yang paling populer, yang dicari 
oleh 1,1 miliar konsumen di seluruh dunia. Prevalensi merokok menurun di Amerika, Eropa, dan 
wilayah Pasifik Barat, sementara itu konsumsi tembakau terus berkembang di Afrika, wilayah 
Mediterania Timur, dan Asia Tenggara, di mana jumlah perokok bertambah dari 317 juta pada 
tahun 2000 menjadi 364 juta orang pada tahun 2015 (World Health Organization, 2019). Menurut 
Tobacco Atlas, pada tahun 2016 saja konsumsi rokok di dunia mencapai sekitar 5,7 triliun batang 
(Drope, et al., 2018). Kondisi tersebut mengakibatkan bertambahnya permintaan daun tembakau 
dari wilayah tanam seperti Indonesia.

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Teknokratik) 
2020-2024 yang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

1 Berdasarkan Nilai Tukar BI pada Desember 20019, US$1 setara dengan Rp13.901. Diambil dari https://www.bi.go.id/en/moneter/
informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx
2 Berdasarkan studi Reality Check Approach, keluarga yang ada di kuintil pra-sejahtera mengeluarkan antara Rp5.000,- hingga 
Rp20.000,- (setara dengan US$0,37 hingga US$1,46) per hari untuk konsumsi rokok.

Pengeluaran untuk 
produk tembakau 
merupakan 
kontributor kedua 
terbesar terhadap 
kemiskinan setelah 
pengeluaran untuk 
beras di tahun 2019 
(Alika, 2019). 
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menyatakan bahwa kebijakan pengembangan daerah di Pulau Jawa dan Bali dimaksudkan 
untuk memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan industri dan ekonomi berbasis jasa, 
termasuk melalui pengembangan manufaktur industri pemrosesan tembakau dan industri kulit, 
sektor grosir maupun retail, pariwisata, dan industri makanan (Kementerian PPN/Bappenas 
Republik Indonesia, 2019). Rencana tersebut memperkirakan pertumbuhan industri pemrosesan 
tembakau, tetapi pertanyaan pentingnya adalah: apakah hal itu realistis?

A. Produksi dan Produktivitas Tembakau 
Di Indonesia, perkebunan tembakau diatur dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan 
di Kementerian Pertanian (Kementan) (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019). 
Tembakau adalah tumbuhan musiman yang sensitif terhadap faktor eksternal (Djajadi, 2015). 
Ada banyak jenis tembakau yang ditanam di Indonesia. Perbedaan karakteristik ekologi di area 
perkebunan tembakau berdampak pada hasil panen dan kualitasnya. 

Pemerintah mengeluarkan dua set data3 tentang produksi tembakau di Indonesia, yaitu data 
Kementan yang merupakan data tingkat nasional dan daerah, serta data BPS yang digunakan 
oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) untuk perbandingan internasional dengan data 
dari lembaga-lembaga statistik nasional di seluruh dunia (Glorya & Nugraha, 2019; Wawancara 
1, 2019). Penelitian ini menggunakan data dari kedua sumber tersebut untuk tujuan yang 
berbeda: Data Kementan digunakan untuk memperkirakan produksi nasional dan daerah serta 
area panen, sementara data FAO memberikan perbandingan internasional tembakau Indonesia 
dengan negara produsen utama lainnya.

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementan, petani berskala kecil merupakan 
mayoritas pemilik area tembakau di Indonesia seluas 201.825 hektar, sementara perkebunan 
yang dimiliki pemerintah dan dikelola oleh BUMN tercatat hanya 84 hektar. Petani memproduksi 
180.854 ton tembakau pada tahun 2017 (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018), 
sementara perkebunan pemerintah memproduksi hanya 75 ton. Perkebunan tembakau biasanya 
dikembangkan melalui kemitraan dengan perusahaan rokok yang beroperasi di Indonesia dan 
perusahaan rokok kecil lainnya (Wawancara 3, Wawancara 2, 2019; ISFCRI, 2019).

Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 15 yang memproduksi tembakau (Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia, 2018). Produksi tembakau terkonsentrasi di provinsi Jawa Timur, Nusa 
Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Tengah, menghasilkan 174.600 ton atau 90% dari produksi 
nasional pada tahun 2015. Sisa 10% diproduksi di 12 provinsi lainnya.4 Tiga provinsi utama 
menyediakan 182.200 hektar area perkebunan tembakau atau 89% dari total area tanam pada 
tahun 2015 (Ahsan, Wiyono, & Veruswati, 2019).

3 Dalam sebuah wawancara, BPS mengonfirmasi bahwa perbedaan set data adalah hasil dari metodologi yang berbeda-beda 
untuk menghitung berbagai komoditas, termasuk tembakau. Akan tetapi, tidak ada informasi terkait bagaimana data tersebut 
dikumpulkan dan diproses.
4 Tidak berurutan, 12 area produsen tembakau lainnya adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, 
Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan (Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia, 2018).
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Perbandingan produksi dengan produsen tembakau utama di dunia penting untuk 
mengukur produktivitas tembakau Indonesia.  Untuk itu kami menggunakan data FAO 
untuk membuat perbandingan ini. Data terakhir mengenai produksi tembakau dunia 
menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6, setelah Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT), Brazil, India, Amerika Serikat (AS), dan Zimbabwe pada tahun 2019 
(Statista, 2019). RRT memiliki hasil panen tertinggi dengan jumlah 2.392.000 ton pada 
2017 (Gambar 1), sementara AS memiliki tingkat produktivitas tertinggi (Gambar 2). 
Volume produksi tembakau Indonesia dan produktivitasnya merupakan yang paling 
rendah di antara enam produsen lain di tahun 2017. Walaupun terdapat  perbedaan 
tingkat produktivitas di setiap daerah, Indonesia masih berpredikat sebagai negara 
produsen utama dengan produktivitas yang paling rendah. 

Gambar 1
Produksi Tembakau Non-Manufaktur 2007-2017 (dalam ton)
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Sumber: Data Pangan dan Pertanian FAO: Tembakau, 2019. Diambil dan diproses dari FAOSTAT 
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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produktivitas di setiap daerah, 
Indonesia masih berpredikat 
sebagai negara produsen 
utama dengan produktivitas 
yang paling rendah. 
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Gambar 2
Produktivitas Tembakau Non-Manufaktur 2007-2017 (dalam kg/ha)
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Sumber: Data Pangan dan Pertanian FAO: Tembakau, 2019. Diambil dan diproses dari FAOSTAT
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC

Data area panen, panen/ha, dan tingkat produksi tembakau di Indonesia selama satu dekade 
terakhir (Tabel 1) menunjukkan bahwa produksi tembakau dan area tanam menurun selama 
2013 sampai 2016. Meskipun angkanya membaik di tahun 2017, area, jumlah panen, dan produksi 
masih tetap menurun kalau dibandingkan dengan tahun 2007. Produksi menurun signifikan 
pada tahun 2010, 2014, dan 2016. Penurunan tersebut berkorelasi dengan berkurangnya area 
panen di tahun 2014 dan 2016, tetapi pada tahun 2010 angka produksi memburuk meskipun 
area panen meningkat karena tingginya curah hujan pada musim kemarau yang disebabkan oleh 
fenomena iklim bernama Indian Ocean Dipole (IOD),sebuah fenomena iklim yang serupa dengan 
El Niño5 (Muttaqin, et al., 2019).

Tabel 1
Jumlah Area Panen, Panen, dan Produksi Tembakau 2007-2017 

2007Indonesia

Area 
Panen 

(ha)

Produksi
(ton)

Panen 

(kg/ha)
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164.851
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196.627

168.037 
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2009

204.450 

176.510 
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2010

216.300  

135.700 

627

2011

228.800   

214.600  

938

2012

270.300    

260.800 

965

2013

270.200     

260.200 

963

2014

209.400     

196.300 

937

2015

209.095     

193.790  

927

2016

155.950     

126.728  

813

2017

185.708     

152.319  

820

Sumber: Data Pangan dan Pertanian FAO: Tembakau, 2019. Diambil dan diproses dari FAOSTAT 
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC

5 Indian Ocean Dipole (IOD) juga dikenal dengan nama Indian Niño. Fenomena tersebut mendorong perubahan dalam perbedaan 
temperatur permukaan laut Samudera Hindia di Samudera Hindia bagian barat dan timur tropis. Kondisi tersebut membuat 
pergeseran perbedaan temperatur di Samudera Hindia yang menyebabkan perubahan iklim di Indonesia dan Australia (Australian 
Government Bureau of Meteorology, n.d.).
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Antara 2007 dan 2017, produksi tembakau dari negara produsen teratas menurun, 
kecuali India dan Zimbabwe (Gambar 1). Di AS, banyak petani tembakau mulai 
menanam komoditas lain  karena permintaan daun tembakau AS yang turun drastis 
di pasar internasional (Fisher, 2000). Ekspor daun tembakau AS menurun dari 
189.378 ton pada 1999 (Foreign Agricultural Service, 2000) menjadi 104.696 ton pada 
2019 (International Trade Center, 2019). Di Indonesia, salah satu penjelasan terkait 
penurunan produksi tembakau adalah preferensi petani yang beralih ke komoditas 
dengan keuntungan lebih tinggi seperti minyak sawit (Indonesia Investments, 2015). 
Penelitian di negara-negara lainnya juga mendukung teori yang menyatakan bahwa 
perkebunan tembakau tidak menguntungkan untuk petani kecil, maka mereka 
beralih ke tanaman lain (Goma, et al., 2015; Magati, et al., 2016; Chavez, et al., 2016). 

B. Kondisi Petani Tembakau
Petani tembakau Indonesia mengalami tiga tantangan utama: menurunnya pendapatan, risiko 
iklim yang tidak bisa dihindari, dan kurangnya teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas. 

Meskipun keuntungannya menurun, petani terus menanam tembakau karena tanaman ini dapat 
ditanam di musim kemarau, sedangkan tanaman lain tumbuh pada musim hujan. Kondisi tersebut 
memberikan pendapatan ekstra bagi petani selama musim kemarau, ketika tanaman 
lain belum bisa dipanen (Goma, et al., 2015; Magati, et al., 2016; Chavez, et al., 2016). 
Penurunan pendapatan petani tembakau mematahkan anggapan bahwa petani yang 
menanam tanaman industri lebih sejahtera dibandingkan yang menanam tanaman 
pangan.          

Laporan Bank Dunia menyimpulkan bahwa petani tembakau Indonesia rata-rata 
menghasilkan total US$3.798 atau Rp51.689.071,- per tahun dari tanaman tembakau 
pada tahun 2016, tetapi pada 2018 angka tersebut jatuh hingga US$2.921 atau 
Rp39.753.496,- (Drope et. al, 2018).  

Tantangan kedua adalah ancaman perubahan iklim. Pada 1992, 154 negara anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi UN Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan 
mendefinisikannya sebagai “sebuah perubahan iklim yang dikaitkan langsung atau 
tidak langsung dengan kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global”. 
Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2001), negara berkembang di 
Asia 20-30 kali lebih mungkin terkena dampak cuaca ekstrem daripada negara maju. Hal tersebut 
termasuk meningkatnya curah hujan dengan intensitas tinggi dan perubahan cuaca yang drastis 
(NASA’s Jet Propulsion Laboratory, n.d.). Variabel iklim tropis Indonesia termasuk musim muson 
dan pola yang berganti karena El Niña, El Niño dan IOD, yang merusak produktivitas tanaman 
tembakau karena tembakau hanya dapat tumbuh saat musim kemarau. Pada akhirnya, petani 
kekurangan kompetensi, infrastruktur, dan teknologi untuk secara efektif merespons cuaca 
yang tidak dapat diprediksi sehingga akhirnya mengalami kerugian gagal panen (Muttaqin, et 
al., 2019; Wawancara 3 & Wawancara 5, 2019; Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2016).

Kurangnya teknologi modern pada perkebunan tembakau yang biasanya berukuran kurang dari 
2 hektar berdampak pada sangat rendahnya level produktivitas di Indonesia (Nur & Salim, 2014). 

Di Indonesia, salah 
satu penjelasan 
terkait penurunan 
produksi tembakau 
adalah preferensi 
petani yang beralih 
ke komoditas dengan 
keuntungan lebih 
tinggi seperti minyak 
sawit (Indonesia 
Investments, 2015). 

Penurunan 
pendapatan 
petani tembakau 
mematahkan 
anggapan bahwa 
petani yang menanam 
tanaman industri 
lebih sejahtera 
dibandingkan yang 
menanam tanaman 
pangan. 
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Angka panen rata-rata sebesar 820 kg/ha pada 2017 sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan 
panen sejumlah negara seperti di AS, RRT, dan Brazil yang mencapai lebih dari 2 ton/hektar. 
Produktivitas perkebunan tembakau di India dua kali lipat lebih tinggi daripada di Indonesia. 
Badan pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementan, dan Aliansi 
Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), melihat adanya kebutuhan mendesak akan teknologi 
yang lebih mutakhir untuk petani tembakau. Mereka menekankan pentingnya kemajuan 
teknologi untuk meningkatkan panen tembakau dan pendapatan petani tembakau (Wawancara 3 
& Wawancara 5, 2019; dan Wawancara 8, 2020).

C. Produk Tembakau
Menurut Global Adult Tobacco Survey (GATS) (Asma, et al., 2015), terdapat dua kategori utama 
untuk produk tembakau: produk tembakau asap dan produk tembakau tanpa asap. Tabel 2 
mendeskripsikan sub-kategori di bawah setiap kategori utama. 

Di Indonesia, hanya empat kategori produk tembakau yang resmi diakui: sigaret, cerutu, 
tembakau linting, dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Hasil olahan tembakau 
lainnya termasuk antara lain rokok elektrik dan vape. Kategori-kategori tersebut diatur oleh 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-20/BC/2018 (Kementerian Keuangan, 2018). 
Bab berikutnya akan membahas kategorisasi rokok secara spesifik.

Tabel 2
Klasifikasi Produk Tembakau

Berasap Tanpa Asap

Tembakau kunyah

Tembakau lembab

Snus

Tembakau kering

Tembakau yang dapat larut

Rokok

Cerutu

Tembakau linting

Hasil olahan tembakau
lainnya

Rokok yang diproduksi

Kreteks

Tembakau Linting

Bidis

Shisha (Hookah)

Cerutu

Pipa

Sistem Penghantar Nikotin 
Elektronik  (ENDS)

Sistem Penghantar Non-Nikotin 

Elektronik  (ENNDS)

Sumber: Diambil dan diproses dari Yayasan CDC, 2015, “Global Adult Tobacco Survey Atlas” dan 
Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-20/BC/2018.
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PRODUKSI DAN GAMBARAN INDUSTRI ROKOK 
INDONESIA 

A. Klasifikasi Sigaret Indonesia
Terdapat sembilan jenis rokok yang diproduksi di Indonesia, yang dikategorikan berdasarkan 
cara produksi dan bahan baku yang digunakan: Sigaret Kretek Mesin (SKM); Sigaret Putih Mesin 
(SPM); Sigaret Kretek Tangan (SKT); Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF); Sigaret Putih Tangan 
(SPT); Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF); Tembakau Iris (TIS); Rokok Daun atau Klobot (KLB); 
Sigaret Kelembak Menyan (SKM). 

Pasar rokok Indonesia mayoritas terdiri dari tiga jenis rokok, yaitu dua jenis rokok kretek (SKM, 
SKT) dan sebagian kecil rokok putih (SPM). Menurut Kementerian Keuangan (2018), ketiga jenis 
tersebut merupakan hampir semua rokok yang ada di Indonesia (Gambar 3).

Gambar 3
Pangsa Pasar Indonesia berdasarkan Jenis Rokok 
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Sumber: Diambil dan diproses dari Kemenkeu dan World Bank Cigarette Affordability Indonesia
(Zheng, et al., 2018).

Kretek, terutama SKM dan SKT, adalah jenis rokok produksi domestik yang paling populer dan 
dibuat dengan menggunakan tembakau, cengkih, dan bahan baku lainnya. Dari 2011-2017, pasar 
rokok di Indonesia telah bergeser ke rokok kretek produksi mesin, yang bertumbuh dari 63,75% 
pada 2011 menjadi 74,79% pada 2017. Peningkatan tersebut mengakibatkan menurunnya 
pangsa pasar rokok kretek dan rokok putih buatan tangan. Pangsa pasar untuk SKT menurun dari 
30,73% menjadi 20,23%, sementara SPM, yang kebanyakan diproduksi oleh pabrikan pemegang 
merek  internasional, turun dari 5,87% menjadi 4,90%.

Kretek, terutama SKM dan SKT, adalah jenis rokok produksi domestik 
yang paling populer dan dibuat dengan menggunakan tembakau, cengkih, 
dan bahan baku lainnya. Dari 2011-2017, pasar rokok di Indonesia telah 

bergeser ke rokok kretek produksi mesin, yang bertumbuh dari 63,75% pada 
2011 menjadi 74,79% pada 2017. Peningkatan tersebut mengakibatkan 
menurunnya pangsa pasar rokok kretek dan rokok putih buatan tangan. 
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Kebanyakan SKM diproduksi secara massal oleh perusahaan yang masuk klasifikasi Kategori I 
menurut Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 205 Tahun 2014, dengan kapasitas produksi 
lebih dari 2 miliar batang per tahun. SKT dan SPM juga diproduksi oleh perusahaan di kategori 
yang sama, maka semua rokok tersebut diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar dan 
bukan industri kecil atau menengah.

Konsumsi rokok Indonesia meningkat dari 296,5 miliar di 2011 menjadi 339,4 miliar batang pada 
2016 (Zheng, et al., 2018), sementara itu produksi juga meningkat dari 279,4 miliar menjadi 342 
miliar batang dalam periode yang sama. Produksi SKM menggunakan mesin meningkat hampir 
25%, sementara produksi SKT buatan tangan menurun sebesar 27%, dan SPM level produksinya 
tetap terjaga. 

B. Penyerapan Tembakau Domestik dan Impor 
Peraturan Kementan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau 
mengharuskan importir tembakau untuk menyerap tembakau domestik sebagai bahan baku 
mentah untuk rokok kretek dan rokok putih. Akan tetapi, kualitas yang rendah dan seringkali 
tidak konsisten membuat tembakau domestik tidak terserap maksimal oleh industri rokok. 
Penetapan kualitas daun tembakau bukanlah hal yang mudah walaupun diatur di bawah Standar 
Nasional Indonesia (SNI) untuk tembakau. 

SNI menitikberatkan dua pertimbangan kualitas: penetapan sensori dan kualitas spesifik yang 
dapat berubah dalam setiap musim panen. SNI menetapkan kualitas daun sesuai dengan jenis 

tembakau, karakteristik area tanam, posisi daun pada batang, teknik memanen yang 
digunakan, residu klorin, dan kontaminasi pestisida serta material non-tembakau 
(Tirtosastro & Widowati, 2016). Kualitas adalah dasar dari harga yang ditawarkan oleh 
para penilai dari setiap perusahaan tembakau  (Drope, et al., 2018; Ahsan, et al., 2019; 
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2012; Djayadi, et al., 2018).

Petani membutuhkan pelatihan tentang bagaimana mencapai kualitas yang bisa terjual 
dengan baik dan sesuai dengan standar produsen, namun hal tersebut sangat rumit 
mengingat campuran produk dan standar kualitas yang beragam pada perusahaan rokok. 
Kalau petani tidak dapat menyediakan tembakau sesuai dengan standar perusahaan, 
maka mereka tidak dapat menjual hasil panennya. Masalah tersebut telah diamati secara 
global dan kondisi semacam itu tidak hanya terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, daun tembakau diklasifikasikan menjadi dua jenis oleh pemerintah: daun tembakau 
lokal dan daun introduksi. Daun lokal dinamai sesuai dengan nama daerah tanamnya, seperti 
Temanggung, Deli, Maesa, dan Madura. Daun introduksi terdiri dari daun Virginia, Oriental, dan 
Burley yang tidak berasal dari Indonesia tetapi digunakan dan ditanam secara luas untuk rokok 
lokal di Indonesia.

Permintaan akan daun tembakau untuk rokok tidak dapat dipenuhi dengan hanya produksi 
domestik. Indonesia mengimpor daun tembakau Virginia, Oriental, dan Burley yang menjadi 
pilihan utama bagi industri. Impor daun tembakau Indonesia lebih tinggi dibandingkan ekspor, 
baik secara volume maupun nilainya (Gambar 4 dan 5). Produsen rokok secara umum mengelola 
stok daun tembakau yang berasal dari dua musim panen, di mana setiap musim berlangsung 

Kalau petani tidak 
dapat menyediakan 

tembakau sesuai 
dengan standar 

perusahaan, maka 
mereka tidak dapat 

menjual hasil 
panennya. 
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selama sembilan bulan, maka total stoknya yang disimpan setara dengan stok 18 bulan. Korelasi 
antara produksi yang rendah dengan impor yang tinggi dapat dilihat dengan menyandingkan 
Tabel 1 dengan Gambar 4. Misalnya, tahun 2010 adalah tahun produksi terendah ke-2 di 
Indonesia selama satu dekade antara 2007 hingga 2017 dengan 135.700 ton (Tabel 1). Kemudian 
diikuti dengan impor yang lebih tinggi di tahun 2011 dan 2012 (Gambar 4). Kondisi serupa juga 
muncul setelah 2016 di mana Indonesia mencapai produksi tembakau terendah selama dekade 
yang sama sebesar 126.728 ton (Tabel 1) yang kemudian diikuti oleh impor yang lebih besar di 
tahun 2017 (Gambar 4).

Gambar 4
Ekspor dan Impor Tembakau Indonesia berdasarkan Volume pada tahun 2007-2017
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Sumber: Diambil dan diproses dari BPS dan Kementan (2018).

Gambar 5
Ekspor dan Impor Tembakau Indonesia berdasarkan Nilai pada tahun 2007-2017
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Daun Virginia yang digunakan secara luas sebagai pembentuk aroma dan rasa untuk rokok putih 
dan kretek adalah daun yang paling diminati yang diimpor oleh Indonesia. Daun Virginia berjumlah 
70% dari total impor daun tembakau antara tahun 2011-2017. 20% adalah daun Oriental, dan 
sisanya 10% adalah daun Burley. Beberapa perkebunan tembakau di Indonesia dapat menanam 
tiga tipe tembakau ini,6 dan kebanyakan perkebunan memiliki teknologi pemrosesan yang 
rendah (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018), dan itulah sebabnya Indonesia masih 
mengimpor daun-daun tersebut (Gambar 6).

Gambar 6
Impor Daun Virginia Indonesia
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Sumber: Kalkulasi ITC berdasarkan statistik UN COMTRADE, Kementan, dan BPS 2017.

C. Industri Rokok dan Dinamika Harga
Lima perusahaan rokok mengendalikan sepertiga pasar rokok di Indonesia 
(Tjandra, 2018). Perusahaan yang paling besar adalah PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna, Tbk.7 dimiliki oleh Philip Morris International, yang menguasai 92,5% saham. 
Sampoerna diikuti oleh PT Gudang Gudang Garam, Tbk.8 dan PT Djarum, dan dua pemain besar 
terakhir di industri rokok adalah PT Bentoel International Investama,9 yang 92,48% sahamnya 
dimiliki oleh British American Tobacco, dan PT Nojorono Tobacco International. 

Penurunan pasokan tidak berkaitan dengan berkurangnya konsumsi rokok di Indonesia. Dengan 
mengesampingkan lima pelaku pasar teratas, jumlah pengusaha kecil dan menengah dalam 
industri tembakau jatuh dari 2.540 menjadi 487 antara 2011 dan 2017 ketika cukai tembakau 
secara bertahap dinaikkan (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018). Perusahaan-
perusahaan yang lebih besar meningkatkan produktivitas dan menjual rokok dengan harga yang 
terjangkau sementara konsumsi rokok tetap konsisten.

6 Hanya ada tiga provinsi yang cocok untuk ditanami daun tembakau Virginia, Burley, dan Oriental: Jawa Timur, Nusa Tenggara 
Barat, dan Bali (Ahsan, Wiyono, & Veruswati, 2019).
7 Menurut Laporan Tahunan HM Sampoerna 2018, perusahaan tersebut memimpin pasar rokok Indonesia dengan pangsa pasar 
sebesar 33% (PT HM Sampoerna, Tbk., 2018 ).
8 Menurut Laporan Tahunan Gudang Garam 2018, perusahaan tersebut memiliki pangsa pasar sebesar 23,1% (PT. Gudang Garam, 
Tbk., 2018).
9 Pangsa pasar produk Bentoel Group sekitar 8%, sesuai dengan yang diindikasikan dalam Laporan Tahunan 2018 mereka (Bentoel 
Group, 2018).
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Indonesia telah lama dikenal dengan harga rokoknya yang murah jika dibandingkan dengan 
negara-negara lain (Blecher & van Walbeek, 2004; & Zheng, et al., 2018). Dalam sebuah studi 
perbandingan 70 negara, Indonesia menduduki peringkat ke-3 untuk harga rokok paling 
terjangkau di kalangan negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah selama 1999-2001 
(Blecher, 2004). Dengan menggunakan data yang disediakan oleh Euromonitor dari tahun 2002-
2015, studi Bank Dunia mengamati bahwa harga rokok terkait dengan pendapatan rumah tangga 
yang menurun dari 6,31% pada 2005 menjadi 3,87% di tahun 2015.10 Secara keseluruhan, studi 
tersebut menunjukkan bahwa keterjangkauan rokok meningkat hingga setengahnya dari 2002 
sampai 2016, diikuti dengan peningkatan 21% konsumsi rokok per kapita (Zheng, et al., 2018).

D. Dampak Ekonomi dari Industri Tembakau
Meskipun industri rokok bisa dilihat sebagai industri yang sunset (Kementerian Perindustrian 
Republik Indonesia, 2018), namun secara ekonomi industri ini tetap signifikan di Indonesia, 
karena menghasilkan pendapatan negara dan lapangan pekerjaan.

1. Pengenaan dan Pendapatan Cukai
Baik Undang-Undang Cukai Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 (Pasal 4) dan Undang-Undang 
Cukai Nomor 39 Tahun 2007 memberlakukan pengenaan cukai untuk produk tembakau, etanol, 
dan minuman yang mengandung etanol. UU tersebut awalnya dimaksudkan untuk membatasi 
konsumsi produk tembakau sekaligus menambahkan aliran pendapatan untuk negara. Hasilnya, 
cukai tembakau telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan.

Nilai cukai pemerintah untuk rokok telah mengalami fluktuasi tetapi peningkatan tarif cukai 
terakhir di tahun 2020 lebih dari tiga kali lipat dari besaran tahun 2009 (Gambar 7). Pemerintah 
memberlakukan 11 kategori tarif cukai untuk produk tembakau di tahun 2020, membuat 
Indonesia menjadi salah satu negara dengan struktur cukai rokok paling rumit di dunia. Kategori 
tarif tersebut berlaku untuk SKT, SKM, SPM, dan SPTF/SKTF, seperti yang tertera dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2019. Klasifikasinya berdasarkan tipe rokok, 
volume produksi rokok, dan harga jual eceran minimum per unit. Kategori tarif dalam struktur 
cukai rokok tersebut bertujuan untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan rokok berskala 
kecil,11 terutama yang memproduksi SKT , yang lebih membutuhkan tenaga kerja lebih banyak 
ketimbang jenis rokok lainnya (Wawancara 6, 2020). 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Nomor 2019 diberlakukan pada Januari 2020 dan 
menaikkan harga jual retail rokok di seluruh kategori: harga jual eceran (HJE) rata-rata sebesar 
35% dan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 23%. Sedangkan 57% cukai masih dipungut untuk 
produk tembakau lainnya yang diklasifikasikan sebagai HPTL.

10 Relative Income Price telah menjadi penghitungan yang digunakan secara luas untuk menghitung keterjangkauan rokok. Cara 
tersebut ditemukan oleh Blecher pada 2004 dengan menghitung persentase PDB per kapita yang diperlukan untuk membeli 100 
bungkus rokok. Semakin rendah persentasenya, semakin terjangkau rokok di negara yang diamati.
11 Menurut BPS, ada empat klasifikasi untuk perusahaan industri pemrosesan, termasuk perusahaan rokok: Mikro: 1-4 pegawai; 
Kecil: 5-19 pegawai; Menengah: 20-99 pegawai; Besar: 100 lebih pegawai. (https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-
sedang.html)
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Gambar 7
Nilai Cukai Rokok Indonesia 2009–202012
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Nomor 146 Tahun 2017, Nomor 156 Tahun 2018, Nomor 152 Tahun 2019 diambil dan diproses dari Databoks.

(Jayani, 2019)

Selain menghasilkan pendapatan, pajak tembakau juga dapat membantu memenuhi tujuan 
kesehatan masyarakat dengan mengurangi konsumsi produk tembakau melalui kampanye 
dampak kerugian kesehatan dan sosial. Studi Bank Dunia tentang sin tax menemukan bahwa 
“pajak berperan lebih dari sekadar menghasilkan pendapatan” (Bird, 2015).  

Ada beberapa ketidaksepahaman terkait besarnya dampak pajak produk tembakau terhadap 
perilaku konsumen. Callison dan Kaestner (2012) memperkirakan bahwa diperlukan peningkatan 
pajak 100% untuk mengurangi jumlah perokok dewasa sebanyak 5%. Bank Dunia (2018) 
memprediksi bahwa menaikkan pajak rokok sebanyak rata-rata 47% dan menyederhanakan 
struktur pajak rokok dari 12 menjadi 6 kategori tarif akan mengurangi permintaan rokok sebanyak 

2%, meningkatkan pendapatan pemerintah sebanyak 6,4%, dan hanya mengurangi 
penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur tembakau sebanyak kurang dari 0,5%. 
Namun demikian, besarnya dampak yang dibahas di atas sangat tidak pasti karena ada 
pemahaman umum bahwa kenaikan pajak dan harga mengurangi penggunaan tembakau 
(Chaloupka, Yurekli, & Fong, 2012).

Sejumlah pemerintah di beberapa negara berpendapatan tinggi, berpendapatan rendah, 
dan menengah yang sedang berkembang, telah menaikkan pajak untuk meningkatkan 
pendapatan negara dan mengurangi konsumsi rokok. Pungutan cukai tembakau Indonesia 
telah meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. APBN tahun 2019 menaikkan 
angka cukai tembakau dan menentukan target pendapatan cukai sebesar Rp165,5 triliun 
dari produk tembakau, etanol, dan minuman yang mengandung etanol, di mana angka 

tersebut lebih tinggi 3,7% daripada tahun 2018. Selain itu, pemerintah mengkampanyekan anti 
rokok ilegal guna meningkatkan pendapatan cukai. 

12 Tidak ada peningkatan nilai cukai antara 2013-2014 dan 2018-2019, maka dari itu persentasenya tetap sama untuk tahun-tahun 
tersebut.
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Hingga pertengahan 2019, pemerintah sudah mencapai 56,27% target pendapatan. Pada 31 
Agustus 2019, Kementerian Keuangan mencatat pendapatan cukai sejumlah Rp 93,12 triliun 
(Rahma, 2019). Pada akhir tahun total pendapatan cukai mencapai target, yaitu sejumlah 
Rp165,7 triliun. Cukai tembakau berkontribusi sebanyak Rp 143,66 triliun atau US$10,33 miliar  
dan menyumbang 95,5% dari total pendapatan cukai tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020; 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). 

Besarnya kontribusi cukai tembakau terhadap pendapatan total cukai negara menimbulkan 
dilema bagi pemerintah. Di satu sisi pemerintah berpotensi kehilangan sumber pendapatan 
penting apabila pengurangan konsumsi tembakau untuk perlindungan kesehatan masyarakat 
berhasil dilakukan.

Besarnya kontribusi cukai tembakau terhadap pendapatan total cukai 
negara menimbulkan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi pemerintah 

berpotensi kehilangan sumber pendapatan penting apabila pengurangan 
konsumsi tembakau untuk perlindungan kesehatan masyarakat berhasil 

dilakukan.

2. Lapangan Pekerjaan
Dampak ketenagakerjaan  industri tembakau menjadi kurang penting bagi perekonomian 
Indonesia. Menurunnya pangsa pasar SKT  menunjukkan berubahnya pilihan konsumen Indonesia 
untuk rokok yang dibuat dengan mesin. Produsen rokok buatan tangan mempekerjakan hampir 
seluruh tenaga kerja di industri tembakau Indonesia, maka perubahan tersebut menyebabkan 
pengurangan lapangan pekerjaan secara menyeluruh. 

Dari tahun 1985 sampai 2012, penyerapan tenaga kerja oleh industri pemrosesan tembakau 
relatif stabil, meningkat hanya sedikit dari 0,23% menjadi 0,25% dari total tenaga kerja 
sektor industri (Tobacco Control Support Center - IAKMI, 2014). Studi Bank Dunia tahun 2018 
mengikutsertakan data rumah tangga petani tembakau yang terlibat dalam pengeringan, 
pengasapan dan perajangan daun tembakau untuk produksi rokok. Studi tersebut menunjukkan 
ada 642.000 orang yang dipekerjakan di sektor ini atau  setara dengan 0,6% dari penyerapan 
tenaga kerja ekonomi secara luas di sektor pengolahan tembakau pada 2014. Sekitar 94% 
pekerja pengolahan tembakau berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat 
(Bank Dunia, 2018; Wawancara 7 & 9, 2020).

Jika industri pemrosesan cengkih dan tembakau diikutsertakan, industri tembakau menyerap 5,3% 
tenaga kerja di sektor manufaktur Indonesia. Kementerian Pertanian menghitung ada 492.590 
petani tembakau pada 2017, tersebar di 15 provinsi yang menanam tembakau (Kementerian 
Pertanian Republik Indonesia, 2018). Kementerian Perindustrian mengikutsertakan produksi 
tembakau dan cengkih dalam perhitungan mereka dan melaporkan bahwa 1,7 juta orang 
bekerja di sektor perkebunan tembakau pada Maret 2019 (Kementerian Perindustrian Republik 
Indonesia, 2019).  

Meskipun tenaga kerja yang terlibat dalam produksi rokok mungkin telah kehilangan pengaruh 
strategisnya terhadap pembuatan kebijakan pemerintah, pentingnya penjualan rokok bagi 
pendapatan negara mendorong pemerintah untuk tetap mendukung produksi tembakau nasional. 
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PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG 
INDUSTRI PERKEBUNAN TEMBAKAU INDONESIA  

Undang-Undang Perkebunan Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 memasukkan tembakau bersama 
dengan minyak sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, dan tebu sebagai komoditas perkebunan strategis 
negara. Komoditas tersebut dianggap memainkan peran signifikan dalam pengembangan 
sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pasal 52 UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat 
memfasilitasi pembentukan dewan komoditas yang berfungsi sebagai forum bagi semua 
pemangku kepentingan perkebunan, termasuk perkebunan tembakau. 

Akan tetapi, tidak seperti komoditas lainnya, sejak 2015 tembakau sudah tidak termasuk di dalam 
daftar tanaman prioritas yang dikeluarkan oleh Kementan. Alih-alih, Rencana Strategis Tanaman 
Perkebunan 2015–2019 (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2016) menganggap tebu 
sebagai tanaman yang paling penting karena permintaan yang meningkat dari industri makanan 
dan minuman.

Tidak ada intervensi oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 
tembakau, kecuali untuk daun tembakau Virginia. Karena besarnya proporsi impor tembakau 
Virginia, pemerintah mempromosikan program substitusi impor dalam Peta Jalan Tembakau 
2019–2024 (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018). Program tersebut mendorong 
petani lokal untuk memanen daun tembakau Virginia untuk memenuhi permintaan dan untuk 
meningkatkan pendapatan petani tembakau. Peta Jalan tersebut mencakup target jangka pendek 
dan jangka panjang, strategi, dan langkah operasional untuk mencapai target-target tersebut 
(Wawancara 3, 2019).

Pemerintah pusat tidak secara langsung mendukung produksi dan produktivitas tembakau, 
namun pemerintah provinsi dan kabupaten menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
(DBHCHT) untuk merangsang produksi tembakau. 

DBHCHT dipungut sebesar 2% dari total cukai tembakau pada tingkat nasional, seperti yang 
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Dana tersebut akan ditransfer ke pemerintah provinsi yang berkontribusi terhadap 
pendapatan cukai sesuai dengan proporsi kontribusi  masing-masing provinsi. 
Semakin tinggi kontribusinya , maka semakin tinggi jumlah yang diterima kembali 
dari DBHCHT.

Sesuai dengan Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2017 Pasal 2, 
setidaknya 50% dari dana yang dikeluarkan harus dialokasikan untuk mendukung 
program kesehatan di area yang bersangkutan. Sisa dananya bisa digunakan 
untuk mendukung:
a. peningkatan kualitas bahan mentah;
b. pengembangan industri;
c. pengembangan lingkungan sosial;
d. sosialisasi pengenaan cukai; dan/atau
e. pemberantasan barang-barang ilegal.
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Setiap pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kriteria akan menerima dana setiap 
tahun. Kemenkeu menghitung bagian mereka berdasarkan kontribusi perwakilan Kemenkeu 
dan Kementan di tingkat provinsi (Wawancara 6, 2020). Peraturan tersebut tidak mendefinisikan 
lebih lanjut mengenai alokasi minimum di luar program kesehatan masyarakat, sehingga 
memberikan pemerintah daerah fleksibilitas untuk menggunakan dana DBHCHT. Tidak ada 
instruksi spesifik dari pemerintah pusat yang memaksa pemerintah daerah untuk menggunakan 
dana yang diterima untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tembakau. Petani dan 
asosiasi petani telah meminta arahan yang jelas dari pemerintah pusat tentang penggunaan 
dana DBHCHT, tetapi Kementan masih dalam proses perumusan untuk berkoordinasi dengan 
kementerian lainnya (Wawancara 3, 2019).

Seperti halnya di area kebijakan publik yang lain, kebijakan tembakau Indonesia terlihat tidak 
terkoordinasi di antara badan yang mengatur. Kementan memiliki peta jalan untuk 2019–2024 
yang menargetkan substitusi impor untuk daun tembakau Virginia. Kemenperin memiliki 
Peta Jalan Industri Produk Tembakau 2015–2020 yang seharusnya sudah diperbaharui. 
Sementara itu, Bappenas menargetkan untuk menjaga pasar produk tembakau di Jawa dan 
Bali seperti yang tertera dalam RPJMN Teknokratik 2020–2024. Tampaknya setiap kementerian 
mengartikulasikan target mereka masing-masing yang sebetulnya bisa diintegrasikan menjadi 
peta jalan perkebunan tembakau dan produknya secara komprehensif.

Upaya pemerintah yang lebih kuat dan terkoordinasi pada tingkat nasional dan daerah dapat 
menguntungkan petani tembakau dan produsen rokok, tetapi mereka juga berkontribusi 
terhadap dilema kebijakan publik, mengingat efek beragam dari konsumsi rokok bagi kesehatan 
masyarakat.
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PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENGURANGI 
KONSUMSI ROKOK DI INDONESIA

A. Konsumsi Rokok dan Kesehatan Masyarakat
Konsumsi rokok tetap menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling besar di 
seluruh dunia. Merokok meningkatkan angka kematian dini dan morbiditas yang sebenarnya bisa 

dicegah. Ada konsensus ilmiah yang menyatakan bahwa konsumsi rokok merugikan 
kesehatan dan menyebabkan penyakit tidak menular (PTM) yang serius di negara 
berkembang dan maju (Barnett et al., 2017). PTM menyebabkan 41 juta atau 71% 
dari angka kematian dunia sebesar 57 juta pada 2016 (WHO, 2018). Penggunaan 
tembakau adalah salah satu perilaku utama yang menimbulkan PTM, sama seperti 
konsumsi alkohol berlebihan, kebiasaan makan yang tidak sehat, dan minimnya 
aktivitas fisik. 

Di Indonesia, merokok juga telah menjadi kontributor utama PTM. Penelitian 
membuktikan bahwa konsumsi tembakau berdampak pada kesehatan mulut, paru-
paru, jantung dan pembuluh darah, perut, ginjal, kandung kemih, pankreas, kesehatan 
janin, depresi, dan penurunan kognitif. Dampak-dampak negatif tersebut juga 
membahayakan orang yang terpapar sebagai perokok pasif. Jumlah aktual orang 
yang terkena dampak konsumsi rokok mungkin lebih tinggi daripada yang tercatat 
karena penyakit yang dikaitkan dengan merokok termasuk juga hipertensi, infeksi 
saluran pernapasan akut, penyakit koroner, penyakit kardiovaskular, beberapa jenis 
kanker, dan kematian perinatal (IAKMI, 2014; Kosen et al., 2012; Kristina et al., 2015). 

B. Upaya untuk Mengurangi Konsumsi Rokok
Meskipun pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap kesehatan masyarakat, 
Indonesia adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak menandatangani Konvensi 
Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) 
(Tan & Dorotheo, 2018). 181 negara lainnya telah menandatangani dan meratifikasi konvensi 
global tersebut, namun Indonesia masih menjadi satu dari sembilan negara yang tidak terlibat 
(FCTC, 2019).

Indonesia memang tidak menjadi bagian FCTC, tetapi pemerintah telah menerapkan dua dari 
tiga prinsip FCTC, yaitu kebijakan cukai untuk mengurangi konsumsi dan gambar peringatan 
kesehatan. Prinsip ketiga yang belum diterapkan Indonesia adalah pengurangan-dampak buruk 
(harm reduction). Pendekatan Indonesia untuk mengurangi konsumsi rokok sebagian besar 
dilakukan melalui peraturan dan kampanye kesadaran masyarakat. 

Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 memandatkan bahwa pemerintah 
mengembangkan peraturan yang mendetail dan praktis untuk membatasi dampak tembakau 
terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 
Tahun 1999 dan Nomor 38 Tahun 2000, yang mengatur kandungan maksimal nikotin, membatasi 
iklan dan promosi produk tembakau, dan membentuk badan non-pemerintah yang bertanggung 
jawab akan penelitian lebih lanjut tentang produk tembakau. Peraturan-peraturan tersebut 
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kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan 
Rokok Bagi Kesehatan, yang mengatur kandungan nikotin dan tar, persyaratan produksi dan 
penjualan rokok, larangan iklan dan promosi produk dari industri tembakau, dan kawasan bebas 
rokok (Achadi, 2008).

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 merevisi UU tahun 1992 tentang dampak 
tembakau terhadap kesehatan masyarakat. Pasal 113 memandatkan kandungan adiktif, 
termasuk tembakau dan produk yang mengandung tembakau, harus dibatasi untuk mengurangi 
risiko kesehatan pribadi, keluarga, komunitas, dan lingkungan. UU Kesehatan juga memandatkan 
peringatan kesehatan (Pasal 114) dan kawasan bebas rokok di fasilitas layanan kesehatan, 
tempat aktivitas pendidikan, tempat bermain anak-anak, tempat ibadah, kendaraan umum, 
tempat bekerja, dan area umum serta tempat-tempat lainnya (Pasal 115). Pasal 116 menyatakan 
diperlukannya peraturan pemerintah tentang penanganan bahan yang mengandung zat adiktif.

Sejalan dengan Pasal 116, pada tahun 2012 pemerintah memberlakukan Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung 
Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Khususnya peraturan tersebut 
telah menjadi referensi kunci untuk industri tembakau di Indonesia. 

Pada Bab VI yang membahas Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 57 menyatakan  
bahwa badan-badan pemerintah terkait menyediakan pembinaan atas 
penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau dengan mewujudkan Kawasan 
Tanpa Rokok; mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti 
merokok; memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan 
masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; bekerja sama dengan badan/atau 
lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan 
pengamanan Produk Tembakau; dan memberikan penghargaan kepada orang 
atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan pengamanan 
produk tembakau. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa usia minimum yang 
diperbolehkan merokok adalah 18 tahun (pasal 46), dan melarang siapa saja untuk 
memberikan produk tembakau gratis kepada anak-anak, remaja, dan wanita hamil (pasal 45). 
Terlebih lagi, anak usia di bawah 18 tahun tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau yang bermaksud untuk mempromosikan 
produk tembakau. 
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Gambar 8
Peraturan Terkait Pengendalian Tembakau di Indonesia
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Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Pemerintah Indonesia 
melakukan berbagai upaya yang beragam yang tidak mungkin dijabarkan secara detil. Sebagai 
contoh, pemerintah melarang merokok di transportasi umum, di fasilitas kesehatan dan 
pendidikan, serta tempat ibadah. Iklan produk tembakau di TV dan radio hanya boleh pada jam 
9:30 malam hingga 05:00 pagi dan tidak boleh menunjukkan rokok, bentuk rokok, merek produk 
tembakau, atau kegiatan merokok. Iklan cetak maupun di ruang terbuka kemudian juga dilarang. 
Gambar peringatan kesehatan harus menutup 40% dari keseluruhan tampilan produk tembakau. 
Ada lima peringatan kesehatan yang berbeda yang harus didistribusikan secara merata di 
seluruh produk tembakau. Terminologi seperti “ringan” dan “rendah tar” tidak diperbolehkan.

Terlebih lagi, Indonesia meluncurkan kampanye media massa anti-tembakau pertamanya 
pada Oktober 2014. Kemudian diikuti dengan kampanye kedua dengan iklan TV dan radio 
pada Mei 2015. Kegiatan itu juga melibatkan kampanye di media sosial bernama Suara Tanpa 
Rokok di Facebook, Twitter, dan kanal YouTube. Sebuah situs menyediakan sumber daring dan 
mengumpulkan cerita-cerita dari “suara” masyarakat tentang bahaya yang mereka alami dari 
merokok dan sebagai perokok pasif (World Health Organization, 2017). 

C. Sebuah Tantangan yang Selalu Ada
Sayangnya, ada kekhawatiran substansial terkait efektivitas pembatasan melalui peraturan 
dan program pemerintah. Kementerian Kesehatan melakukan survei terhadap 300.000 rumah 
tangga di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 9 kota di Indonesia sebagai bagian dari Riset Kesehatan 
Dasar  (Riskesdas) yang diadakan setiap lima tahun. Prevalensi perokok usia 10 tahun dan 
lebih tua dilaporkan menurun dari 29,3% pada 2013 menjadi 28,8% pada 2018 (Kementerian 
Kesehatan, 2018). Penurunan tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan penurunan prevalensi 
merokok global. Di populasi dunia, merokok pada usia 15 ke atas berkurang dari 27% pada 2000 
menjadi 20% pada 2016 (World Health Organization, 2018). Tampaknya tren global tersebut tidak 
tercermin dalam konteks  Indonesia.
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Lebih buruk lagi, jumlah perokok di bawah umur (usia 10-18 tahun) meningkat 
dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018 (Kementerian Kesehatan, 2018). 
Prevalensi merokok di bawah umur pada 2018 hampir dua kali lebih tinggi daripada 
target 5,4% dalam RPJMN 2015-2019. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
mendukung RPJMN 2020–2024 dan mengatur target pemerintah untuk prevalensi 
perokok usia 10–18 di angka 8,7%. Sangat disayangkan bahwa targetnya harus 
dinaikkan, namun memang lebih realistis dibandingkan target sebelumnya, 5,4%. 
Seluruh kementerian dan institusi terkait sekarang harus merespons RPJMN 
dengan rencana strategis, spesifik, dan praktis.

Mengingat tingkat konsumsi rokok dan dampak konsumsi tembakau terhadap kesehatan 
masyarakat di Indonesia, maka diperlukan intervensi pemerintah yang lebih efektif. Kebijakan 
yang ada sekarang tidak berhasil untuk secara signifikan mengurangi prevalensi merokok di 
Indonesia.
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REKOMENDASI UNTUK MENGURANGI BAHAYA 
KONSUMSI TEMBAKAU

Beberapa intervensi pemerintah bertujuan untuk mengurangi bahaya konsumsi tembakau dan 
secara umum dikenal dan dilaksanakan di seluruh dunia: program edukasi di sekolah, kenaikan 
pajak cukai, gambar peringatan kesehatan yang besar, pelarangan industri tembakau untuk 
beriklan, kampanye pengendalian tembakau, dan kebijakan bebas rokok (Pierce, White, & Emery, 
2012). Satu paket upaya pengendalian tembakau juga telah direkomendasikan oleh FCTC (WHO, 
2003).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Australia dan negara bagian Kalifornia di AS, 
misalnya menunjukkan bahwa program pengendalian tembakau yang komprehensif membuat 
merokok menjadi kegiatan yang tidak lumrah dan menurunkan angka perokok remaja (Pierce, 
White & Emery, 2012). Angka merokok yang konsisten tinggi di Indonesia membuktikan bahwa 
program dan pembatasan pemerintah yang ada tidak efektif. Beberapa rekomendasi berikut 
ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi 
sembari memperhatikan keuntungan keberlanjutan produksi tembakau di Indonesia

 

A. Kampanye Kesadaran Masyarakat yang Terkoordinasi
Sebelum melanjutkan atau mengimplementasikan ulang kampanye di masa lalu, hasil dari 
kampanye tersebut harus dievaluasi secara teliti. Pengalaman Indonesia juga bisa dibandingkan 
dengan pengalaman negara lain yang bisa memberikan masukan penyesuaian atau alternatif 
dari kampanye sebelumnya.

Pemerintah harus mengevaluasi implementasi Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 109 
Tahun 2012 yang menyarankan pemerintah di semua tingkat untuk mencegah masyarakat 
untuk mulai merokok dan menyediakan konseling bagi para perokok untuk berhenti merokok. 
Misalnya, layanan telepon untuk konsultasi gratis disediakan oleh Kementerian Kesehatan 
dikenal dengan sebutan QUIT-LINE (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Saluran 
tersebut dimaksudkan menyediakan konseling umum untuk berhenti merokok. Sebuah studi 
menemukan bahwa layanan tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem jaminan kesehatan 
nasional dan tenaga kesehatan yang terlibat harus dilengkapi dengan pembinaan profesional 
(Olam & Khairani, 2018). Selain itu tampaknya juga ada beberapa tantangan teknis yang serius.13 

Evaluasi program yang sudah ada harus menjadi rujukan untuk kegiatan terkoordinasi dalam 
sebuah Peta Jalan Tembakau Nasional yang diperlukan untuk menggantikan kebijakan yang sudah 
ada dan terkadang kontradiktif antar beberapa kementerian. Program ini harus menetapkan 
dan menyelaraskan panduan untuk setiap kementerian dan badan pemerintah serta memiliki 
koordinasi kuat di antara pihak-pihak terkait. Kebijakan yang selaras ini harus melibatkan semua 
pemangku kepentingan (Wawancara 4 & Wawancara 5, 2019; Wawancara 6, 7, 9, &10, 2020) dan 
dikoordinasikan melalui rencana pelaksanaan yang komprehensif dengan target terukur yang 
dibuat berdasarkan angka acuan, dengan upaya-upaya spesifik guna mencapai setiap target.  

13 Faktanya, panggilan ke saluran telepon ini seringkali tidak dijawab.
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B. Mengurangi Akses Kaum Muda, Mencegah Pasar ilegal, dan 
Memahami Efek Pengurangan Keterjangkauan Rokok
Fokus yang kuat harus diletakkan pada peningkatan kapasitas penegakan hukum, terutama 
untuk mengurangi akses kaum muda ke produk tembakau.

Menaikkan harga jual eceran minimum dan tarif cukai produk tembakau pada 2020 
harus dilengkapi dengan penyederhanaan sistem perpajakan, sebuah reformasi 
yang terhenti di akhir 2018 (Perkumpulan Prakarsa, 2019). Kerumitan kategori 
cukai produk tembakau membuat perokok beralih ke rokok yang cukainya lebih 
rendah, lebih murah, dan berpotensi lebih berbahaya. 

Kenaikan pajak juga harus dibarengi dengan upaya untuk mencegah pertumbuhan 
produk tembakau ilegal. Pada 2019, Perkumpulan Prakarsa meneliti besarnya 
pasar dan permintaan rokok ilegal dengan memungut kemasan bekas rokok dari 
1.201 perokok di enam kabupaten (Malang, Lampung Selatan, Tangerang, Gowa, 
Bandung dan Banyumas). Kemasan yang dikumpulkan tersebut diperiksa untuk 
mengidentifikasi rokok melalui keabsahan pita cukai dan gambar peringatan 
kesehatan. Studi tersebut menemukan bahwa kenaikan pajak tidak menyebabkan 
peralihan signifikan ke produk tembakau ilegal. Pangsa pasarnya di Indonesia 
kurang dari 2% pada 2018 dan konsumsi rokok ilegal bukan merupakan perilaku 
jangka panjang. 

Oxford Economics berkesimpulan lain dalam dua riset mereka di tahun 2017 dan 2018, yang 
menggunakan metodologi survei kemasan bekas dan juga dengan melihat pita cukai. Riset 
tersebut menggunakan temuan dari Universitas Gadjah Mada, yang mengumpulkan 10.000 
kemasan bekas di 45 kota terbesar di Indonesia. Riset pertama mengestimasi sekitar 286,8 
dari 326,8 juta rokok diproduksi dan didapatkan secara legal tetapi 39,7 juta rokok ilegal telah 
dikonsumsi di Indonesia pada 2016. Jumlah tersebut adalah sekitar 12,2% dari total konsumsi 
rokok. Setahun kemudian, Oxford Economics (2018) menghitung bahwa angka tersebut telah 
turun menjadi 9,7% pada 2017. 14

Para ahli tetap skeptis tentang apakah membatasi akses ke produk tembakau akan menyebabkan 
peningkatan penyelundupan dan pembelian rokok ilegal. Beberapa berargumen bahwa asumsi 
tersebut dikemukakan oleh perusahaan rokok atau dalam studi yang dibiayai oleh perusahaan 
rokok, yang juga melebih-lebihkan skala konsumsi rokok ilegal (Gallagher dan Gillmore, 2018). 
Idealnya, jumlah yang lebih tinggi akan menghasilkan pendapatan tambahan sembari juga 
menurunkan jumlah perokok. Tingginya tingkat prevalensi merokok di Indonesia menghilangkan 
keraguan akan kemampuan untuk mencapai efek ini di Indonesia. Permintaan rokok di Indonesia 
bisa dibilang relatif tidak elastis, seperti yang ditunjukkan dengan perilaku konsumsi dan 
kurangnya substitusi untuk produk tembakau (Sahadewo, et al., 2018).

14 Mengumpulkan bungkus rokok telah dikritik secara umum karena dengan cara tersebut bukan saja tidak bisa diketahui 
representasi dari sampel yang dikumpulkan (metode sampling) tetapi juga tidak dapat diketahuinya bungkus tersebut berasal 
dari mana (Ross, 2015).

Menaikkan harga jual 
eceran minimum dan 
tarif cukai produk 
tembakau pada 2020 
harus dilengkapi dengan 
penyederhanaan sistem 
perpajakan, sebuah 
reformasi yang terhenti di 
akhir 2018 (Perkumpulan 
Prakarsa, 2019). 
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Dengan 85 juta perokok, Indonesia termasuk negara dengan konsumsi rokok tertinggi di dunia 
(Bank Dunia, 2019). Sementara itu di kalangan dewasa ada penurunan prevalensi dari 33% pada 
2013 ke angka 28% pada 2017 (WHO, 2015, 2017, dan 2019). Akan tetapi, tidak ada bukti tentang 
apakah penurunan ini disebabkan oleh harga tembakau dan pajak cukai atau faktor lainnya, 
seperti tingkat kesadaran kesehatan, yang menjadi alasan utama tren dunia di kalangan kelas 
menengah untuk menjalani hidup yang lebih sehat. 

Dibutuhkan studi lainnya untuk memahami tren merokok dan untuk menetapkan faktor yang 
terlibat. Terutama untuk lebih memahami dampak kesadaran kesehatan masyarakat terhadap 
kenaikan harga jual eceran minimum dan naiknya tarif cukai rokok Indonesia yang berlaku pada 
Januari 2020 terhadap prevalensi merokok di Indonesia.

C. Mempelajari Alternatif Pengurangan Dampak Buruk 
(Harm Reduction)
Peta Jalan Kementerian Perindustrian 2007–2020 menargetkan untuk melindungi konsumen 
dari dampak kesehatan langsung dari merokok melalui kebijakan “Visi 2020”, yang juga sejalan 
dengan prinsip FCTC mengenai pengurangan dampak buruk yang sebelumnya disebutkan di 
Bab 4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional mencoba 
untuk mengembangkan industri produk tembakau sembari juga mempertimbangkan kesehatan 
masyarakat, lapangan pekerjaan dan pendapatan negara. Salah satu target dari kebijakan ini 
adalah untuk menyelidiki alternatif yang lebih tidak berbahaya dibandingkan merokok tembakau, 
atau sebuah strategi mengurangi bahaya untuk konsumsi tembakau sebagai pelengkap untuk 
mendorong upaya berhenti merokok.

Konsep pengurangan dampak buruk tembakau berdasarkan pada pengertian bahwa “orang 
merokok untuk nikotin, tetapi mereka mati karena tar” (Russel, 1976). Rokok elektrik didesain 
untuk memberikan dosis inhalasi nikotin berupa uap tanpa memaparkan perokok pada risiko 
tar (Britton & Bogdanovica, 2014). Beberapa produk ada yang memproduksi uap dengan sebuah 
elemen pemanas yang mengatomisasi cairan nikotin atau yang memanaskan tembakau alih-alih 
membakarnya.

Pengurangan dampak buruk tembakau adalah gagasan kebijakan yang relatif baru di Indonesia 
dan negara Asia Tenggara lainnya, sehingga jarang dijadikan acuan oleh pemerintah. Publikasi 
dan riset yang tersedia tentang tembakau di Indonesia berkisar tentang teknis di perkebunan, 
dinamika sosial-ekonomi, dan efek dampak merugikan dari merokok. Strategi pengurangan 
dampak buruk menawarkan pendekatan baru untuk Indonesia. Kebijakan yang ada telah gagal 
mengurangi kegiatan merokok, tetapi teknologi baru mungkin bisa memberikan produk alternatif 
yang mengeliminasi paparan tar bagi perokok dewasa yang tidak bisa berhenti atau memilih 
untuk tetap merokok. 

Meskipun ada produk alternatif yang tersedia di pasar Indonesia, namun tidak ada peraturan 
spesifik untuk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) atau rokok elektrik selain tarif cukai 
khusus sebesar 57%. Pada 2009 dan 2010, pemerintah Inggris memasukkan sistem penghantar 
nikotin elektronik atau electronic nicotine-delivery systems (ENDS) ke dalam indikasi untuk 
terapi pengganti nikotin atau Nicotine Replacement Therapy (NRT). Langkah tersebut dianggap 
sebagai “intervensi yang efektif untuk mencapai kondisi pantang merokok yang berkelanjutan  
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bagi perokok yang tidak memiliki niat untuk sepenuhnya berhenti, atau yang tidak bisa berhenti 
mendadak” (The Government of UK, 2014). Setelah rencana pengendalian tembakau Inggris 
atau “Tobacco Control Plan for England” mengakui bahwa banyak perokok tidak mau, atau tidak 
bisa berhenti merokok, tapi mereka membutuhkan alternatif yang lebih aman untuk rokok 
konvensional (HM Government, 2011), National Institute for Health and Care Excellence di Inggris 
merekomendasikan penggunaan NRT jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk “membantu orang 
berhenti, mengurangi sebelum berhenti, mengurangi tingkat merokok atau pun absen merokok” 
(NICE, 2013). Kebijakan baru termasuk penggunaan produk mengandung nikotin dan rokok 
elektrik yang berlisensi dan telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan. 
Meskipun studi lebih lanjut dan bukti medis diperlukan, contoh di Inggris tersebut bisa diteliti 
lebih lanjut untuk para perokok di Indonesia.

Meskipun ada perkembangan pasar untuk ENDS di Indonesia 
(Wawancara 5, 2019), namun ada kesenjangan peraturan yang 
signfikan akan produk-produk ini serta dampaknya terhadap 

kesehatan masyarakat di Indonesia. 

Meskipun ada perkembangan pasar untuk ENDS di Indonesia (Wawancara 5, 2019), namun 
ada kesenjangan peraturan yang signfikan akan produk-produk ini serta dampaknya terhadap 
kesehatan masyarakat di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mencakup 
produk tembakau selain rokok (HPTL). Produk-produk tersebut mengandung Nicotiana tabacum, 
Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau produk pemrosesan dan sintetis manufaktur dari jenis 
dan asal yang serupa seperti yang dihasilkan oleh genus nicotiana. Ketentuan lebih lanjut terkait 
produk-produk ini dinyatakan akan diatur di bawah peraturan kementerian (Pasal 5), tetapi 
sampai saat ini belum ada indikasi kementerian mana yang akan memegang wewenang. 

Standar dan pembatasan yang diperlukan untuk produk ini perlu 
diperhatikan melalui peraturan pemerintah untuk memastikan produk 
HPTL atau ENDS diawasi dengan baik di pasar Indonesia. Batasan umur 
perlu ditegaskan, anak di bawah usia 18 tahun harus dilindungi, dan perlu 
dipastikan bahwa produk ini tetap dapat dijangkau para perokok dewasa. 
Di Amerika Serikat, konsumsi rokok di kalangan dewasa muda 18-24 tahun 
menurun dari 18,9% pada 2011 menjadi 13,1% pada 2016 dan 10,4% pada 
2017  (Departemen Kesehatan AS, 2020). Angka perokok muda juga turun 
dari 5,9% pada 2016 menjadi 5,4% pada 2017. Akan tetapi, vaping di kalangan 
pelajar tingkat menengah dan menengah atas di AS meningkat signifikan 
sebanyak 9,9%, 7,9%, dan 2,6% pada kelas 12, 10, dan 8 (Schulenberg, et 
al., 2019). Penggunaan rokok elektrik meningkat sebanyak 78% di kalangan 
pelajar menengah atas, dari 11,7% pada 2017 menjadi 20,8% pada 2018 
(Centers for Disease Control and Prevention, 2018). 

Dalam lingkungan kebijakan di mana para regulator sudah diingatkan dengan kenaikan 
penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja di bawah umur, AS mengalami wabah nasional 
terkait produk Rokok elektrik atau Vaping atau “E-cigarette, or Vaping, product use-Associated 
Lung Injury” (EVALI) pada Agustus/September 2019. Per Februari 2020, 2.807 orang telah 

Standar dan pembatasan yang 
diperlukan untuk produk ini perlu 
diperhatikan melalui peraturan 
pemerintah untuk memastikan 
produk HPTL atau ENDS diawasi 
dengan baik di pasar Indonesia. 
Batasan umur perlu ditegaskan, 
anak di bawah usia 18 tahun 
harus dilindungi, dan perlu 
dipastikan bahwa produk ini tetap 
dapat dijangkau para perokok 
dewasa. 
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dirawat di rumah sakit dengan 68 dikonfirmasi meninggal. Pusat Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit AS atau “US Centers for Disease Control and Prevention” menetapkan penyebaran 
EVALI tidak disebabkan oleh produk rokok elektrik yang resmi15 (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2020), tetapi pemerintah AS tetap mempertimbangkan rencana untuk melarang 
rokok elektrik berperisa yang populer di kalangan konsumen muda. Beberapa negara bagian 
telah memberlakukan pelarangan dalam wilayah yurisdiksi mereka.

Sementara berita mengenai penyebaran EVALI meluas ke seluruh dunia, efek pengurangan 
dampak buruk (harm reduction) dari ENDS kehilangan perhatiannya secara global. Alih-alih, pada 
September 2019 pemerintah India melarang produksi, impor, penjualan, dan iklan rokok elektrik 
di pasar domestik. Negara-negara lain juga mempertimbangkan pelarangan serupa.

Di Indonesia, pelarangan total untuk produk ini akan mengeliminasi pilihan alternatif yang 
memiliki risiko lebih rendah. Pemerintah Indonesia sebaiknya menargetkan untuk menyediakan 
informasi akurat mengenai risiko ENDS dibandingkan rokok konvensional dan bahaya yang 
ditimbulkan dari produk ENDS ilegal. Upaya perlindungan konsumen perlu untuk memastikan 
keamanan semua perangkat dan bahan yang digunakan dalam rokok elektrik. Nikotin dan 
ketidakmurnian nikotin  beragam di antara merek-merek yang ada di seluruh dunia (Goniewicz 
et al., 2013; Trehy, et al., 2011). Kandungan nikotin dilabel dengan tidak akurat oleh beberapa 
produsen juga menjadi tantangan karena memiliki  kemungkinan bahan logam atau kimia 
pada perangkat penghantar ikut terhirup (Williams, Villarreal, Bozhilov, Lin, & Talbot, 2013). 
Pemerintah memainkan peran penting dengan mendorong penelitian ekstensif pada upaya 
pengurangan dampak buruk tembakau dan produknya di Indonesia. Penelitian tersebut perlu 
untuk mempertimbangkan faktor lokal yang mungkin berbeda dari negara lain, sehingga bisa 
memaksimalkan potensi peningkatan kesehatan masyarakat.

Pemerintah melalui Kemenkeu mengklasifikasikan ENDS dalam kategori HPTL dan 
memberlakukan tarif cukai maksimum melalui  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 
2017 Pasal 6 (3) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2018. Jika penelitian di 
Indonesia membuktikan bahwa produk ENDS dapat membantu perokok untuk mengurangi 
konsumsi rokok sebelum berhenti, mengurangi aktivitas merokok, atau sementara tidak merokok, 
seperti yang terjadi di Inggris, maka Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 146 Tahun 2017 dan 
peraturan terkait lainnya sebaiknya direvisi untuk menurunkan tarif cukai produk ENDS. Harga 
yang terjangkau dan alternatif yang lebih tidak berbahaya, disertai dengan kenaikan harga rokok 
konvensional, keduanya dapat dan akan mendorong perokok dewasa untuk beralih ke pilihan 
alternatif.

15 Alih-alih CDC menetapkan bahwa kanabis atau “tetrahydrocannabinol (THC)-yang ada dalam produk rokok elektrik, vaping, 
terutama yang berasal dari sumber informal berperan besar dalam penyebarannya”. Selain itu, “Vitamin E asetat juga secara kuat 
dikaitkan dengan penyebaran EVALI.”
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D. Ketentuan Dukungan Teknis untuk Petani Tembakau
Merespons tantangan yang dihadapi oleh petani tembakau (risiko iklim; tantangan produktivitas; 
menurunnya pendapatan) pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengalokasikan dana 
DBHCHT untuk mendukung transisi petani dari komoditas tembakau atau meningkatkan teknologi 
perkebunan, seperti tempat penyimpanan dan pengeringan di area perkebunan dan untuk curing 
daun tembakau. Peningkatan teknologi dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan 
kualitas daun yang dipanen.

Pemerintah kabupaten di lima provinsi terbesar yang menanam tembakau16 telah mendukung 
produksi tembakau dengan dana DBHCHT. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar dan di 
Provinsi Aceh menggunakannya untuk pengadaan peralatan guna mendukung mekanisasi 
perkebunan tembakau pada 2014 (Pemerintah Provinsi Aceh, 2014). Pemerintah Kabupaten 
Rembang di Provinsi Jawa Tengah melaporkan penggunaan dana tersebut untuk menyediakan 
64 traktor, 72 mesin pemanen, 109 unit mesin pemotong, dan 10 traktor tangan biasa pada 
2016 (Pemerintah Kabupaten Rembang, 2016). Provinsi Jawa Barat mendiseminasi enam 
varietas tembakau mol superior17 bernama Hanjuang, Kenceh, Temangi, Citrasari, Kubangsari, 
dan Sigalih pada Juni 2019. Varietas tersebut disediakan untuk empat wilayah kabupaten, yaitu 
Pangandaran, Majalengka, Garut, dan Sumedang (Indonesia Sweetener and Fiber Crops Research 
Institute, n.d.).

Pemerintah daerah Temanggung, Jawa Tengah mendistribusikan 296 ton pupuk, 240 ton pupuk 
khusus tembakau NPK Fertila dan 56 ton potasium nitrat KN03 guna mendukung panen tanaman 
perkebunan tembakau (Suyitno, 2017). Kabupaten Sampang di provinsi Jawa Timur memberikan 
32 ton pupuk pada 2019 (Pratama, 2019). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjalin kemitraan 
dengan sektor swasta. Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB bekerja sama dengan sebuah 
perusahaan rokok lokal dan mempromosikan program intensifikasi tembakau Virginia pada 
musim tanam 2017 (Radar Lombok, 2017).

Terakhir, Kementan harus mempertimbangkan untuk mendukung produksi tembakau untuk 
produk selain rokok. Perusahaan milik negara PT Perkebunan Nusantara X di Jawa Timur 
(PTPN X) meneliti penggunaan briket tembakau sebagai alternatif sumber energi. Briket ini bisa 
berpotensi untuk mengurangi permintaan briket batu bara, yang digunakan secara luas untuk 
keperluan industri (Indahsari, 2017). Apabila daun tembakau dapat diproses menjadi briket 
maka hal itu akan sangat menguntungkan petani tembakau. 

Tembakau juga diperlukan untuk produk ENDS, karena diekstraksi dari tanaman keluarga 
terong-terongan  (Solanaceae), terutama dari tembakau. Industri ENDS menggunakan tanaman 
tembakau (Hana, 2019) untuk memproduksi ekstrak nikotin dan cairannya. Oleh karena itu, 
Kementan dapat memproyeksi apakah industri ini memberikan alternatif penggunaan daun 
tembakau yang menjanjikan. Hal tersebut akan sejalan dengan Pasal 58 (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 109 Tahun 2012 yang mendorong diversifikasi produk tembakau yang menguntungkan 
petani tembakau.

16 Dalam urutan produksi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Aceh.
17 Tembakau yang dipanen di Provinsi Jawa Barat disebut Tembakau Mol.
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fokus penelitian di bidang Kesempatan Ekonomi. Pingkan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik 
dari Universitas Katolik Parahyangan. 

AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI
Melalui Supporters Circles, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk 
melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia 
yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam Supporters Circles, supporters akan mendapatkan keuntungan dengan 
terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. Supporters bisa mendapatkan: 

• Undangan Tahunan Gala Dinner CIPS
• Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
• Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
• Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat 

bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
• Mendapatkan hard-copy materi publikasi CIPS (lewat permintaan)

Dharma Club Dewi Sri Circle Wijaya Circle

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.
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